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ABSTRAKSI

Analisis Kinerja Kapermas Kota pekalongan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Kota Pekalongan adalah masih memiliki kinerja yang belum berkualitas hal
ini bisa dilihat dari kegiatan yang dilakukannya belum dapat mencapai apa
yang menjadi visi-misi organisasi. Untuk mengukur kinerja tersebut juga
belum mempunyai indikator-indikator yang jelas. Oleh karena itu perlu
dipertanyakan bagaimana kinerja Kapermas dan fenomena apa yang bisa
dijadikan indikator kinerja KAPERMAS Kota Pekalongan. Tujuannya
adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dan indikator-indikatornya dan
dengan begitu akan memudahkan dalam mengevaluasi kinerja dan dalam
pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ditinjau secara teoritis
pengukuran kinerja ini mencakup responsiveness, responsibility,
accountability, productivity, dan quality of services (Agus Dwiyanto, 1995 :
7). Sementara itu ada sudut pandang lain yang melihat indikator kinerja itu
meliputi input, proses, output, outcome, benefit dan impact. ( LAN , 2000 ).
Dalam kajian analisis kinerja Kapermas ini hanya akan dilihat dari sisi
responsivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan sebagai faktor yang bisa
dijadikan indikator kinerja. Metode yang dipakai dalam penelitiannya
adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan setiap
fenomena kinerja kemudian mendiskusikannya untuk menemukan
indikator-indikator kinerjanya secara konseptual.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat responsivitas KAPERMAS
belum begitu baik, para aparatnya masih belum bisa merespon apa yang
menjadi kebutuhan masyarakat untuk kemudian mengakomodasikan dalam
program kegiatan. Program maupun proyeknya sebagian masih berupa
kegiatan yang bukan kebutuhan masyarakat, sebab penentuan kegiatannya
lebih ditentukan oleh anggaran yang disediakan pemerintah, dan bersandar

kepada apa yang biasanya ditetapkan oleh pusat, yang terkadang tidak
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ABSTRACT
Performance Analysis of Kapermas in Pekalongan Town

A problem that faces by the government organizations, generally are
performance work levels which haven't appropriate less yet, where we can
see these cases from the activities that have been done but haven't been able
reached for what becomes organization mission and vision. Measurement or
the performance indicator hasn't determined clearly. Whereas by knowing
the performance of indicators, organization will be easier in evaluating the
performance and in reporting performance accountability. Theoritically
observed (from the viewpoint of theory) performance measure in general
covered : responsiveness, responsibility, and quality of services. White there
is another viewpoint that performance indicator covers : Input, process,
output, outcome benefit and impact. In analysis study of Kapermas
performance only will be seen from the side of responsivity, and quality of
services as a factor that subject to becomes performance indicator.Method
used in this research has the characters of qualitative descriptive, namely by
describing each performance phenomenon than discussed it to find out
performance indicators conseptually.

The result described (showed) that KAPERMAS responsivity level
was not good enough yet, the apparatus still haven't been able responsed the
needed of society to aplicated in their activities programme. The
accountability level manages to obtain a good condition, this case can be
seen from the activity application and finance usage in programmes or
applied projects and be responsibled well through the performance
accountability report of government offices. Quality services level given can
be told well enough, mainly in the shape of apparatus behavior or their
activities.

Conceptually will enable to build a measurement that covers input
indicator, outcome, benefit, and impact which entirely .Fulfill
responsiveness aspect, accountability and quality of services. At least will
covers two aspects responsiveness and accountability, process indicator that
fulfiil accountability aspect indicator output that fulfill accountability aspect
and quality of services, outcome indicator that fulfill accountability aspect
and quality of services, benefit indicator which fulfill. Accountability aspect
and impact indicator which fulfill responsiveness aspect and accountability.

Key word :
Performance indicator : responsiveness, accountability and quality of
service.
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BAB L

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat dan
penyelenggaraan negara, serta adanya berbagai peristiwa yang mendahului
ataupun yang hadir bersamanya (seperti misalnya, krisis multidimensi yang
dialami bangsa ini) merupakan faktor-faktor internal yang tak terelakkan
dalam proses transisi. Belum lagi adanya faktor-faktor cksternal, yang ke
semuanya akan bermuara pada satu hal yaitu keinginan untuk hadirnya suatu
sistem pemerintahan yang demokratis dalam segala aspeknya.

Pergeseran paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan dari
pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi yang ditandai dengan
pencabutan UU NO 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah dan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa
yang kemudian diganti dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang dilengkapi dengan UU No 25 Tahun 1999
tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
nampaknya memberikan wacana baru dalam meniti alam demokratisasi.

Kebijakan desentralisasi pemerintahan kepada Kabupaten dan Kota
diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini pada akhirnya membawa
implikasi yang kuat terhadap upaya pemberdayaan masyarakat karena

terdapat hubungan resiprokal (timbal balik) antara ke duanya, masyarakat
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bersumber dari Political and Economic Risk Consultancy, yang dimuat
dalam Harian Kompas tanggal é2 Juni 2001(dalam Agus Dwiyanto dkk.,
2002:53) menunjukkan bahwa kinerja birokrasi di Indonesia semakin buruk
dan semakin korup. Birokrasi di Indonesia dalam tahun 2001 hanya lebih
baik dibaﬁdingkan dengan India dan Vietnam.

Kondisi demikian memang sangat menyedihkan dan banyak menjadi
sorotan dari berbagai kalangan. Berbagai macam resep banyak ditawarkan,
yang salah satunya sedang dilaksanakan adalah pelaksanaan otonomi daerah
dengan diimplementasikannya ke dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999
dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999. Salah satu tujuan dari otonomi
daerah di Indonesia adalah perbaikan kinerja pemerintah-pemerintah daerah,
yang pada akhirnya akan berujung pada baiknya kinerja pemerintah secara
keseluruhan. Dalam hal ini diperlukan adanya peningkatan mutu manajemen
pemerintahan yang dapat menciptakan peningkatan kinerja melalui
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Kantor
Pemberdayaan Masyarakat (KAPERMAS) sebagai bagian dari pemerintah
Kota dengan sendirinya tidak terlepas dari tuntutan ini. Sebagai instansi
pemerintah yang langsung berurusan dengan persoalan pemberdayaan
masyarakat harus bisa menunnjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.

Salah satu program pokok KAPERMAS adalah “meningkatkan
pemberdayaan masyarakat” (Propernas 2000-2004, Bab IX). Kondisi
demikian menyebabkan Kantor Pemberdayaan Masyarakat menjadi sebuah

komponen organisasi pefnerintah daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai
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4. meningkatkan kualitas SDM pedesaan, agar mampu mengelola

pembangunan secara mandiri (self sustaining process).

Menurat Perda Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Pekalongan dinyatakan bahwa KAPERMAS merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan
masyarakat, yang meliputi ketahanan masyarakat, pemberdayaan sosial
masyarakat, ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna serta tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Daerah. Namun dalam kenyataannya nampak
kinerja KAPERMAS belum optimal, keadaan ini ditunjukkan oleh adanya
permasalahan yang dihadapi oleh KAPERMAS Kota Pekalongan, yang
antara lain.

1. Dari aspek Tupoksi yaitu lambannya kerja aparat dalam pembuatan
uraian tugas dan fungsi dan masing-masing Sub Bag TU, Seksi, Sub
Seksi, dan Kaur yang mengakibatkan belum jelasnya uraian tugas (job
discribsion) masing-masing pegawai sehingga mereka dalam
melaksanakan tugas hanya berpegang pada naluri saja (Temuan
Bawasda Kota Pekalongan, 2002);

2. Dafi aspek Keuangan belum disiplinnya aparat dalam memenuhi bukti-
bukti kebenaran formal untuk beberapa pengeluaran (ibid, 2002).

Meskipun kegiatannya sudah dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi
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Tabel 1.1.
Hasil Pemeriksaan Bawasda Kota Pekalongan 2002
No. | Tanggal Hal Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan
I 1 Des2002 | Aspek Disiplin Masth terdapat 5 orang pegawai

(dar 28 pegawai) yang tidak
hadir tanpa keterangan

2 1 Nop2002 | Aspek Tupoksi SK Wali Kota Pekalongan no.
18 Tahun 2001 tentang Tupoksi,
belum dijabarkan oleh unsur
pimpinan dan dikomunikasikan
— kepada pejabat dan masing-
masing stafnya. ‘
Akibatnya belum ada acuan
tugas yang diemban masing-
masing pejabat dan stafnya.

3 [ Nop2002 | Aspek Keuangan a. pengeluaran anggaran rutin
— pa-da bantuan untuk
operasional tim penggerak
— PKK dan K3 PKK belum
didukung oleh bukti-bukti
kebenaran formal.

b. Pengeluaran anggaran proyek
Pemberdayaan Perempuan
untuk pembelian konsumsi
pada 3 kegiatan dengan total
Rp. 7 692 000, belum dileng-
kapi dengan surat pesanan,

4 1 Nop 2002 | Aspek Sarana dan Penggunaan inventaris
Prasarana kendaraan roda 2 sebanyak 3
buah  belum - ada  surat
penunjukan.  Seharusnya ada
surat penunjukan untuk pertang-
gungjawaban dalam pemakaian.

Sumber Bawasda Kota Pekalongan, 2002

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan tesis ini peneliti

memilih judul : Analisis Kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat

(KAPERMAS) Kota Pekalongan.
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Berdasarkan identifikasi tersebut, maka permasalahannya
dirumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut:
Bagaimanakah tingkat kinerja Kapermas dan fenomena-fenomena apa
saja yang dapat menjadi indikator kinerja Kantor Pemberdayaan

Masyarakat (KAPERMAS) Kota Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Melihat bagaimana kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota
Pekalongan .
2. Mengetahut fenomena-fenomena yang dapat dijadikan .indikator

kinerja.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun dari hasil p_enelitian ini di harapkan dapat memberikan
kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu peﬁgetahuan, khususnya dalam
pengaplikasian model kinerja organisasi pada organisasi publik,
lebih khusus lagi pada KAPERMAS Kota Pekalongan.

2. Sebagai masukan bagi KAPERMAS Kota Pekalongan sebagai unsur
penunjang kegiatan Pembangunan Déerah dalam mengenali

kinerjanya dan upaya peningkatan kinerja aparat KAPERMAS.
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Bryson (2002:211-212) bahwa langkah terakhir dalam proses perencanaan
strategis adalah mengembangkan deskripst yang jelas dan ringkas tentang
organisasi atau komunitas harus seperti apa ketika berhasil
mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.
Deskripsi ini harus menjadi Visi keberhasilan organisasi. Dengan kata lain
Bryson (2002:112) mengemukakan bahwa dengan Misi dapat menjelaskan
fujuan organisasi, atau mengapa organisasi harus melakukan apa yang
dilakukannya dan dengan Visi memperjelas harus menyerupai apa tujuan itu
dan bagaimana tujuan harus berjalan agar bisa memenuhi misinya. Tujuan
yang ditetapkan sebelumnya dalam suatu organisasi harus terjabar dalam
visi dan misinya. Dalam hal imi Visi KAPERMAS adalah untuk
mewujudkan kemandirian masyarakat, dan misinya adalah untuk
mengembangkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif
dalam pembangunan, agar secara bertahap mampu membangun diri dan
lingkungannya. (Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan,
2002).
Kemudian menurut Martin Luther King Jr yang disunting oleh

Bryson (2002:211) mengatakan bahwa:

Jika anda ingin mengerakkan orang, haruslah diarahkan dengan visi

yang positif buat mereka, yang menyediakan nilai-nilai penting, yang

memberikan sesuatu yang mereka inginkan, dan haruslah disajikan

dengan cara yang memberi dorongan yang mereka rasa memberi

ilham untuk diikuti.

Berdasarkan pendapat itu dapat difahami bahwa suatu organisasi

sangat sulit untuk mencapai kinerja yang baik apabila organisasi tersebut
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Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa proses inanajemen yang
ber-langsung tersebut, merupakén pelaksanaan dari  fungsi-fungsi
manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC)
atau lebih detailnya lagi adalah planning, organizing, staffing, directing,
coordinating, regulating, dan budgeting (POSDCoRB). Mengingat bahwa
kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor input dan proses-proses
manajemen dalam organisasi, maka upaya peningkatan kinerja organisasi
juga terkait erat dengan peningkatan kualitas faktor input dan kualitas proses
manajemen dalam organisasi tersebut.

Analisis terhadap kondisi input dan proses-proses administrasi
maupun manajemen dalam organisasi merupakan analisis kondisi internal
organisasi. Disamping ifu bisa dianalisis secara eksternal dengan melihat
kondisi-kondisi eksternal organisasi Penilaian terhadap faktor-faktor kondisi
eksternal tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis:

a. kecenderungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, fisik, dan

pendidikan

b. peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak yang dapat diajak

bekerja sama (collaborators) dan pihak-pihak yang dapat
menjadi kompetitor, seperti swasta, dan lembaga-lembaga lain,
dan

c. dukungan pihak yang menjadi sumber resources seperti para

pembayar pajak, asuransi, dan sebagainya (Bryson, 1995 dalam

Keban, 2001)
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apakah proses ketja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan

dengan tujuan yang diharapkan atau belum.

2. Pengukuran Kinerja.

Murphi dan Cleveland (1995:109) mengemukakan bahwa penilaian
kinerja dapat digunakan untuk berbagai kegunaan oleh organisasi, dimana
perbedaan kegunaan ini tergantung pada tujuan masing-masing organisasi.
Penilaian kinerja akan sangat berguna jika tujuan formal dan kegunaan
organisasi terhadap penilaian kinerja konsisten dengan tujuan penilaian
kinerja. David Osborne dan Ted Gaebler (1992:168) mengemukakan
tentang kinerja, béhwa apabila dilakukan penilaian atau pengukuran
terhadap kinerja suatu organisasi, maka hasil penilaian tersebut sangat
berpengaruh terhadap bagaimana seharusnya roda organisasi itu dijalankan
dalam rangka pencapaian tujuannya.

Sebagai sebuah pedoman dalam menilai kinerja organisasi harus
dikem-balikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi.
Misalnya untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk
menghasilkan keuntungan dari barang yang dihasilkan/diproduksinya, maka
ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu
memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi.
Indikator yang bertalian dengan ini adalah seberapa besar efficiency
pemanfaatan input untuk meraih keuntungan dan seberapa besar effectivity

process yang dilakukan untuk merath keuntungan tersebut. Pertanyaannya
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Lenvinne dkk. (1990, dalam Agus Dwiyanto 1995:7)
mengemukakan ada 3 indikator kinerja organisasi publik yaitu: a)
responsiveness atau responsivitas, b) responsibility atau responsibilitas, c)
accountability atau akuntabilitas. Selain dari tiga faktor tersebut, Agus
Dwiyanto (1995:9) menambahkan 2 ipdikator kinerja yang lain, yaitu:

productivity (produktivitas) dan quality of services ( kualitas pelayanan).

Berdasarkan beberapa pendapat dan penjelasan dari para akhli tersebut,
maka kajian analisis kinerja ini menggunakan sebagién saja dari pengukuran
kinerja yaitu yang meliputi responsivitas, akuntabilitas dan kualitas
pelayanan sebagai Untuk memperjelas variabel-variabel yang akan dikaji
tersebut, berikut dikemukakan beberapa ‘konsep yang mendasarinya.

a). Responsivitas.

Responsivitas (responsiveness) menunjukkan adanya daya tanggap
organisasi terhadap kebutuhan masyarakat. Lenvinne dkk. (1990, dalam
Agus Dwiyanto 1995:7) mengemukakan bahwa responsivitas dapat diukur
dari harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers. Agus
Dwiyanto (1995) mengemukakan bahwa responsivitas menggambarkan
kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan fuyjuannya serta
menselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.

Responsivitas sebagai salah satu variabel kinerja pelayanan publik,
secara sederhana dapat diartikan sebagai “ mau mendengar saran “ (John M.

Echols dan Hasan Shadili, 1992:481). Menurut pengertian ini terlihat
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Berpedoman pada beberapa pendapat di atas, organisasi publik harus
mau dan mampu mendenngarkan serta peka terhadap apa yang menjadi
tuntutan dari pengguna jasa. Yang lebih penting adalah bagaimana
mewujudkan keinginan-keinginan pengguna jasa tersebut, dengan demikian
akan tercapai suatu kinerja organisasi yang baik dalam arti dapat
memuaskan ke dua belah pihak, pemberi dan pengguna jasa.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa responsivitas adalah
kemampuan organisasi KAPERMAS Kota Pekalongan untuk mengenali
kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang direfleksikan ke dalam program
dan kegiatan pelayanan yang nyata dan berpihak kepada masyarakat, dan ini

bisa dilihat dari banyaknya kegiatan atau program untuk masyarakat.

b). Akuntabilitas

Akuntabilitas atau accountability menurut Lenvinne dkk. (1990,
dalam Agus Dwiyanto 1995:7) adalah faktor yang menunjukkan seberapa
besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan faktor-
faktor eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders,
seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Affan Gaffar (1999.7) bahwa akuntabilités adalah setiap
pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat
mempertanggungjawabkan  kebijaksanaan yang hendak dan telah
ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertangungjawabkan
ucapan atau kata-katanya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku

dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dijalaninya. Menurut
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agar organisasi bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pelangan.
Dengan demikian organisasi harus bisa mempertanggungjawabkan segala
kegiatannya kepada dua arah, yaitu secara vertikal ke atas
pertanggungjawaban diberikan kepada para stakeholder, dan secara vertikal
ke bawah pertanggung jawaban diberikan kepada pelanggan atau pengguna
jasa. Stakeholder dan pengguna jasa atau masyarakat berhak meminta
pertanggungjawaban organisasi pelayanan publik.

Berpedoman dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa
akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban dalam suatu kegiatan
penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Indikator yang dapat digunakan adalah nilai capaian setiap program atau

setiap kegiatan.

¢). Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan berasal dari dua kata dasar, yaitu kualitas dan
pelayanan. Kualitas (quality) menurut Moekijat (2000:455) hanya dapat
dirumuskan dari sifat-sifat barang atau jasa yang diinginkan. Dari sudut
pandang ini kualitas adalah jumlah dari sejunlah sifat-sifat yang diinginkan,
seperti bentuk, dimensi, komposisi, kekuatan, kepandaian membuat sesuatu,
penyesuaian kesempurnaan, dan sebagainya. Unsur yang penting dalam
kualitas adalaj kesamaan dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

Pengertian pelayanan (service) menurut Moekijat (2000:493) adalah
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related citeria, process-related criteria, dan image-related criteria, yang

dirinci dalam enam dimensi kualitas pelayanan, yaitu:

a. Professional and skill: pelanggan menyadari bahwa penyedia jasa
memiliki pengetahuan dan keterampilam yang dibutuhkan,

b. Attitude and behavior; pelanggan merasa bahwa karyawan penyedia jasa
menaruh perhatian dan berusahan membantu mereka memecahkan
masalah secara spontan.

c. Accessibility and flexibility. pelanggan merasa bahwa penyedia jasa dan
system operasionalnya dirancang dan dioperasikan agar pelanggan
mudah mengaksesnya,

d. Reliability and trustworthiness. pelanggan dapat mempercayakan segala
sesuatunya kepada penyedia jasa dan sistemnya,

e. Recovery. pelanggan mengetahui jika terjadi sesuatui yang tidak
diharapkan, maka penyedia jasa dapat mengendalikan secara cepat dan
akurat

f.  Reputation and credibility. pelanggan yakin bahwa operasi penyedia

jasa dapat dipercaya dan memberi nilai tambah sesuai pengorbanannya.

Satu hal yang sangat. penting dalam rangka pemberian pelayanan
kepada publik adalah tetap memperhatikan efisiensi. Pengertian efisiensi
(efficiency) menurut John M. Echols dan Hasan Shadily (1992:207-208)
adalah ketepatgunaan. Karena efisiensi itu penting, maka ia dijadikan salah
satu indikator untuk mengukur kualitas pelayanan. Efisiensi lebih

menekankan pada kepuasan yang dirasakan pengguna jasa yang diukur
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menunjang pelaksanaan pemberian pelayanan. Zeithaml dkk (1990:26)
mengemukakan bahwa salah satu ukuran untuk melihat apakah suatn
organisasi memberikan suatu pelayanan yang berkualitas dapat dilihat
secara nyata seperti penampilan fasilitas fisik dari organisasi tersebut seperti
gedung, peralatan, pegawai yang cakap/terampil, dan memiliki sarana
komunikasi seperti papan pengumuman.

Dari beberapa pendapat tentang kualitas pelayanan organisasi publik,
dapat dipahami bahwa kualitas Pelayanan adalah kemampuan organisasi
beserta aparatnya mengorientasikan kerja pada pelayanan, -efisiensi,
keramahan, fasilitas pelayanan, dan kesemuanya akan menentukan persepsi

atau tingkat kepuasan pengguna jasa dalam menerima pelayanan

B. Pembahasan Penelitian yang Relevan

Kinerja instansi pemerintah terutama menyangkut pelayanan public
sering menjadi sorotan. Agus Dwiyanto dan Kusumasari (2001a:1-4)
mengemukakan hasil penelitian pelayan publik yang mencakup izin usaha,
IMB, catatan sipil dan éertiﬁkasi tanah di Sumatera Barat, DIY dan
Sulawesi Selatan. Acuan Petugas pelayan 80% adalah peraturan, 16%
kepuasan masyarakat, 3% inisiatif sendiri dan 1% mengacu ke visi-misi.
Jika ada keluhan masyarakat, untuk daerah Sumatera Barat sebagian besar
membiarkannya (51%) dan 49% menyelesaikannya, sedangkan Sulawesi
Selatan dan DIY sebagian besar diselesaikan masing-masing 62% dan 54%

dan sisanya dibiarkan. |

W?T-rmgx_ij-unm




EMyeq ueyeynwoSusur (L0Z:0007) olofuny ey ‘eliouny uBieyguruod
eAuepe nyiod otgnd  ueueAerod TeJisiaq Sued eweinio; Jgnd rsestesio

elouny wepep jreq Juemy Sues BY-1ey  oeqrodwow ynjun

el yepn uep seSmod eped- jnywy eAuure] ueiSeqos ‘se8mjad vedeSgur;

€PE JepY 94 cc Sued jninuow BuaIey “sedmad epedoy uenpeduod uBynjejow

%7 UEp 1eseredse uesendsy 9,97 ‘ueseye ISAnnsul yepepe o0 ueneAg[od
Werep uende refow Jup A Ipequd ISelenong 9e wep uemdund
epeday o1 ‘Jeyeredsewr eped ISEIUSLI013q 948, vAuey ueueersd ugaquad
Wefep ueNewreinip Suns ueSunuoday eMUBq JeyTiIe) [eH swsijruIaed
efepnq yojo mieSuadip 1eSups ueueAerod ISBIUSIIO reusaluswy (#~1:91007)
leseumsny uep el snfy uennauad nmuaw vAugnfuejog
Jninq edutreuedeyod %99 Uep 979 Sursew-Zursew Jereg
Bldjewing uep uejejag ISamng ueySuepas Ieq 99¢ nyrek ‘83un dmymo
Suef ueueferod SUSISye pyijwenr Xy UED[IWSp nefemy “urep ueeliayad
imuour sednjad (%1¢) 1853q ueifeqos xyq uey3uepas %ST uep o cc
Sursew-Bursew “arey ueef1oyad Dilftwisw Sues segnyad [199 uerdeqos eAuey
jeled eiojeung uep UBIE[3S 1samerng AUy ueuelepad ueefioyed ren;

P sedmad uejergoy Yoo mnieduadip ueaederad depeyro ISejuarI)

9¢



27

(1993 dalam Fuadsyah, 2002:91) mengemukakan bahwa ada pengaruh
antara kepemimpinan dan prestasi kerja. Terdapat dua indikator yang
digunakan untuk mengukur kepemimpinan yaitu kemampuan
mempengaruhi orang lain dan upaya untuk mencapai tujuan.

Muhamad Iryanto (2002:-} mengemukakan bahwa untuk sosialisasi
program pembangunan agar dapat dipahami masyarakat, perlu digunakan
berbagai media. Dikemukakan juga bahwa kebijakan yang masih top down
dapat mengakibatkan masyarakat apatis dan kurang bisa diberdayakan.
Alam, A.S. (1995:-) menyimpulkan bahwa masyarakat kota lebih merasakan
manfaat otonomi daerah dibanding masyarakat perdesaan. Warga desa
mengeluhkan harus. menyediakan dana pembangunan yang dulunya
disediakan pemerintah.

Sholahuddin (1997:-) mengemukakan bahwa konsep “berpartisipasi
dan membangun” bukan hanya berkaitan dengan pemerataan distribusi
program pembangunan, tetapi yang lebih penting pemerataan kemampuan
dan kesempatan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
pembuatan kepufusan. Untuk itu perlu dipersiapkan kondisi agar masyarakat
mampu berpartisipasi sesuai dengan potensi desa dan mendorong adanya
perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Untuk mengatasi ekses
pembangunan maka desa dapat dibina secara sentral tetapi juga hendaknya
dilandaskan pada kondisi desa setempat. Binaan dari atas hanya mungkin
dapat efektif jika di desa ada orgamlsﬁlsl yﬁr}% Tqﬁqlpu mgnenma menyerap,

mentexjemahkan dan menanga; bmaa,n t?l'S?RU'F
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untuk memotivasi dan mengkoordinasi segala aktivitas organisaional yang
terjadi dalam organisasinya. Pemberian motivasi dipandang memberikan
manfaat berupa dorongan semangat dan gairah keﬁa. Koordinasi sebagai
upaya menyerasikan berbagai kepentingan yang saling berkaitan agar
terdapat kesatuan gerak dalam pencapaian tujuan organisasi. Kanter (1979,
dalam Fuadsyah, 2002:9) mengemukakan bahwa Akondisi lingkungan
terutama kesempatan untuk berkembangnya karir dan kemajuan mempunyai
hubungan dengan jumlah usaha dan tingkat tanggung jawab pekerja.
Demikian juga Pattikawa (1988, dalam Fuadsyah, 2002:9) mengemukakan
bahwa motivasi dalam variable motif, pengharapan dan insentif secara
keseluruhan berpengaruh positif terhadap hasil dan efisiensi kerja. Hal ini
bisa meningkatkan daya tanggap pegawai. Salah satu upaya peningkatan
kualitas SDM adalah dengan melanjutkan sekolah di perguruan tinggi

(Notodihardjo, 1990, dalam Fuadsyah 2002:10).
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mengabaikan rtepresentative subjek peneliti terhadap responden, tidak
menggunakan sample besar, dan tidak dianalisa dengan angka 'secara
statistik. Oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti ingin memberikan
gambaran keadaan yang actual dengan jalan mengumpulkan data dan
kemudian, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikannya.

Dalam usaha memperoleh informasi, dilakukan usaba observasi.
Untuk menguji kebenaran suatu pangamatan, peneliti dituntun oleh
pengetahuan teori untuk dapat memberikan gambaran mengenai kenyataan-
kenyataan (fakta) yang perlu diperhatikan. Penggambaran dari fakta tersebut
ditafsirkan menurut pandangan subjektif (orang) yang diteliti, yaitu
bagaimana mereka memberi makna pada fakta menurut nilai-nilai mereka.
Dalam konteks ini diharapkan dapat ditangkap faktor-faktor apa saja yang
bisa dijadikan indikator kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat
(KAPERMAS) Kota Pekalongan.

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif adalah agar dapat
mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai faktor-faktor yang
merupakan fenomena yang mempengaruhi kinerja Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Kota Pekalongan. Informasi yang diperoleh tersebut diharapkan
dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena-
fenomena vang wmenjadi indikator kinerja dan sejauh mana

kecenderungannya dalam mempengaruhi kinerja.
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D. Fenomena yang Diamati

Sesﬁai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ).fang telah penulis
uraikan di atas, maka fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah
kinerja yang kemudian dijabarkan ke dalam faktor-faktor yang menjadi
indicator kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan yaitu
responsivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan. Pada tahap ini faktor-
faktor tersebut didefinisikan secara konsepiual yang menjadi variabel
sebagai terminologi dalam penelitian ini. lPengertian konsep adalah abstrakst
mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari
sejumlah keadaan, karakteristik kejadian, kelompok atau individu tertentu
(Sofian Effendi, 1989:34). Penggunaan konsep dihérapkan dapat
menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk
beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lain.

Konsep-konsep utamanya adalah Kinerja (performance) organisasi yang
didefinisikan sebagai keberhasilan kerja (efektivitas kerja} yang dicapai oleh
suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya, atau
sebagai gambaran mengenai besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu
kegiatan baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas sesual tujuan atau
Visi dan Misi suatu organisasi yang bersangkutan. Kemudian tingkat kinerja
ini dilihat dari aspek responsivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan.
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk menampung aspirasi,
mengenali kebutuhan masyarakat dan prioritas pelayanan, dan

merealisasikannya dengan mengembangkan program-program yang sesuai
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1) Cara organisasi menampung aspirasi pengguna jasa.

2) Kemampuan organisasi mengetahui kebutuhan pengguna
jasa.

3) Tingkat realisasi aspirasi pengguna jasa.

4) Hambatan dalam mengakomodasikan aspirasi pengguna jasa.

5) Cara untuk meminimalkan hambatan.

. Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban dalam suatu

kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak yang
memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggung-jawaban,meliputi :

1) Pelaporan hasil kegiatan KAPERMAS.

2) Tingkat keluhan masyarakat terhadap KAPERMAS,

3) Pelaporan keuangan.

. Kualitas Pelayanan, adalah penggunaan segala sumber daya,

penggunaan waktu dan sikap yang dimiliki aparat Kantor
Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan. Penilaian dilakukan
secara silang antara pemberi jasa dan pengguna jasa, menyangkut
orientasi aparat pada pelayanan, efisiensi, keramahan, dan fasilitas
pelayanan,meliputi :

1) Frekuensi penyuluhan.

2) Tingkaf pemahaman penyusunan DURK.
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yang telah tersedia dalam lembaga/instansi yang ada kaitannya

dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, sebagaimana penelitian kualitatif yang lain,
maka instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrument kunci
(Sugiono, 2001:4; Moleong, 2001:4; sanapiah, 1990:19). Peneliti
merupakan instrument utama karena peneliti sendiri yang menentukan
keseluruhan scenario penelitian, serta langsung turun ke lapangan
melakukan wawancara dengan informan. Artinya, peneliti - akan
memposisikan diri sebagai pencari data utama, baik itu meliputi data yang
didapat dengan wawancara maupun data yang diperoleh melalui observasi
dan studi dokumentasi.

Penggunaan peneliti sebagal instrument penelitian bertujuan untuk
mendapatkan data yang benar, namun untuk membantu kelancaran dalam
melaksanakannya, peneliti dibantu oleh instrument pembantu sebagai
panduan wawancara. Oleh karena itu sebelum turun ke lapangan, maka
peneliti akan membuat panduan wawancara untuk memudahkan

pelaksanaan penelitian di lapangan.

G. Pemilihan Informan
Menurut jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari telaahan

dokumentasi berupa laporan program, laporan kegiatan, peraturan dan
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2. mereka mempunyai kemampuan untuk memberikan
gambaran umum dan pengetahuan tentang masalah yang
diteliti.

Cara snow ball (Sugiyono, 1994:63; Sanapiah, 1990:60; Zaenal
Hidayat, 2002:-), dilakukan jika responden yang diperoleh memiliki
pengetahuan dan keterlibatan dengan masalah penelitian dianggap kurang,
maka dengan cara ini memungkinkan beralih kepada informan yang lebih
mengetahui permasalahan. Untuk informan tertentu dilakukan dengan cara
aksidental sampling (Sugiyono, 1994:62), yaitu suatu teknik penentuan
77777 sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang kebetulan bertemu peneliti
dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang tersebut cocok
sebagai sumber data.

Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini dibagi dalam tiga
kelompok dengan menggunakan metode berikut:

1. pejabat struktural dan staf yang relevan yang ada di
KAPERMAS Kota Pekalongan ditentukan dengan cara
purposive.

2. stakeholder KAPERMAS Kota Pekalongan ditentukan
dengan cara snow ball.

3. individu dari kelompok masyarakat yang pernah atau
sedang menjadi target binaan KAPERMAS Kota

Pekalongan ditentukan dengan cara aksidental.
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Langkah berikutnya adalah ikut duduk dan mengamati serta
membantu proses kerja informan. Langkah ke tiga adalah menetapkan
informan kunci dari masyarakat pengguna jasa. Langkah ke empat membina
hubungan baik dengan informan kunci dalam rangka memperoleh data atau
informasi yang dibutuhkan. Langkah ke lima mencatat semua data yang

diperoleh, dan langkah terakhir membuat laporan penelitian.

G1. Informan

Informan yang berhasil dijaring terdiri dari tiga kelompok, yaitu;
pegawai KAPERMAS Kota Pekalongan, stakeholder dan pengguna jasa
KAPERMAS Kota Pekalongan. Rincian informan yang digunakan adalah
sebagai berikut di bawah ini.
a. Pegawai KAPERMAS Kota Pekalongan:

1) Kasubag Tata Usaha,

2) Kaur Umum,

3) Kaur Keuangan,

4) Kaur Kepegawaian,

5) Kasi Pemberdayaan Masyarakat,

6) Kasi Pemanfaatan Teknologi,

7) Kasi Ketahanan Masyarakat,

8) Kasubsi Pengkajian Teknologi Tepat Guna,

9) Kasubsi Produksi Pemasaran UEKM,

10) Kasubsi Perkreditan dan Bantuan Pembangunan,
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H. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif terdapat dua

aspek yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data dan pencatatan data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1.

3.

Interview (wawancara). adalah usaha mengumpulkan informasi
dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk
mendapatkan persepsi dan opini informan berkaitan dengan
maslah/fenomena  penelitian. Untuk memperoleh informasi
dilakukan teknik wawancara mendalam (indepth interview) dengan
tatap muka (face fo jface) dan bersifat terbuka (open ended
questioned), maksudnya agar responden dapat memberikan jawaban
dan pandangan seluas-luasnya. Agar tetap berada dalam konteks
penelitian, wawancara disertai Pedoman wawancara (interview
guide) seperti disajikan pada Lampiran 1.

Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap objek
penelitian, baik mengenai perilaku pegawai, mekanisme tata kerja,
tata hubungan baik yang bersifat internal service maupun external
service.

Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen tertulis
atau berupa arsip dan buku yang relevan dengan masalah yang akan

diteliti yang berfungsi memperkuat data primer.

Pencatatan data dilakukan dalam dua jenis catatan, vaitu:
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2. Penyajian data dengan cara yang dianggap sesuai dan dapat meng-
gambarkan deskripsi data dengan cara yang lebih mudah dibaca dan
diinterprtasikan, yaitu dapat berbentuk grafik, matriks atau tabel.

3. Menarik kesimpulan, yaitu dengan berusaha menemukan pola dari

sajian data yang telah dibuat.
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Untuk mencapai visi tersebut kemudian dirumuskan Misi sebagai langkah
konkrit untuk mencapainya, yaitu:
1) Mewujudkan kelembagaan / kepemerintahan yang baik,
2) Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat,
3) Peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat,
4) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah melalui
peningkatan pemantfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan

masyarakat.

b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KAPERMAS) Kota Pekalongan
merupakan salah satu kantor otonom sebagai konsekuensi pelaksanaan asas
desentralisasi yang diamanatkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.
Otonomi daerah merupakan penyerahan hak, wewenang dan kewajiban
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan
peraturan perundang—undangan yang berlaku.

KAPERMAS Kota Pekalongan adalah sebuah organisasi publik,
merupakan unit pemerintah yang berada pada daerah Kota/ Kabupaten.
KAPERMAS adalah salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi:
ketahanan masyarakat, pemberdayaan sosial masyarakat, ekonomi

masyarakat, teknologi tepat guna, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh
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6) Perencanaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan
pemberdayaan perempuan dengan dinas/instansi atau badan satuan
organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;’

7) Perencanaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan gerakan
pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan dinas/instansi atau

badan satuan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah.

¢. Struktur Organisasi.

Susunan organisasi KAPERMAS Kota Pekalongan berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 6 / 2001 tentang Susunan Organisasi
dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai
berikut :

1) Kepala;
2) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan:

a) Urusan Umum;

b) Urusan Keuangaﬁ;

¢) Urusan Kepegawaian.

3) Seksi Ketahanan Masyarakat, membawahkan:
a) Sub Seksi Pengembangan SDM dan potensi Masyarakat;
b) Sub Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
a) Sub Seksi Motivasi, Swadaya dan Gotong Royong;

b) Sub Seksi Pemberdayaan Anak Remaja, Perempuan dan Budaya,



. ‘ueduoreya g
BlOY gw\mg(_:[v)} ';emegad. ueepéaq ﬁeaqn[ﬁnuam I g agey
‘Juero gz UErepe ueduoeyogq B0 SVINYTAVY eped Temegod ueynIngasoy
yerwng redwos uojoss 1T uep ©8n uopsss § ‘enp woposo | Luep wipiog
Sued jempmngs ueleqel sepaquning reAundurour Bleduy; Seuledey elioy
Ble) uep sesiueSio IS ueuop 1ensog ‘Burseur-Jwsew sedm ueien
UBp Isesmuesio amyynijs 4970 mumrp Suek elioy werSequiad eAuepe rep
sI3oy Isuemjasuoy refeqos Yerepe tr segm ueyqemelFun38ueyadmom ueye
Fuef jeqelad 1e38qas ereuosiod ueleyguefuag - IS¥osqns neje 1sy0s Sursew
-Bursewr Bﬁuueﬁueusmsq Ue3uap rensas mr 1sSuny uep seSm ueyueefusm
ueye Juel eyeuosiod ueduap _Ide)fﬁua[_lp npaad  eAuisesmegio Byew

“Se1e Ip Inqasiy elroyee; UEBp ISeSIuUe310 usunsng ue3uop rensos ‘UeSuofeyog

B0 SVINAJVY IsesiueSIo 1sguny uep sedm Ueuerefluow ymun

Ueremedadoyy -p

Teuors3uny weyeqey Yodwopoy (,
‘uemueg / Bwese1y 1syag qng (g
“eung jedoy, 13o1ouwyog, uetfexSuay 1syag qug (e
Ueyyemequisw ‘ISojouya 1 UBJBBJUBIIS ] ISyog (9
NEn) jexeieAsepy
eS1enoy NIouoyy eyes) UBD Uelesews g ISYNPo1g 1598 qng (q
fuetrn%maqmsc[ Uenuey ugp UBIPADIS] ISYag qng (e

uByyemequuour TeyeieAsepy Iwouoyy 1sy0g8 (¢

0¢



51

Tabel 4.1.
Keadaan pegawai KAPERMAS Kota Pekalongan
Golongan Pendidikan Kete-
No. Jabatan VT I (1 formal rangan
i Kepala Kapermas I |- |- [- | Sarjana PNSD
2 Ka. Sub Bag TU - |1 [- |- | Sarjana muda PNSD
3 Ka Ur Umum - {1 |- |- |Sagana Hukum | PNSD
4, | KaUr Keunangan - |1 |~ |- | Sarjana Sosial | PNSD
5 Ka Ur Kepegawaian - |1 ]-1[- | SMEA PNSD
6 Kasi Ketahanan Masyarakat - {1 |- |~ | Sarjana PNSD
7 Kasnbsi Pengemb. SDM & PM - i1 1-1- | SMEA PNSD
8 Kasubsi Pengemb. Lemb. Kemasy. - |-y g 0- kosong
9 Kasi Pemberdayaan Masyarakat - |1 ]- |- |SMA PNSD
10 | Kasnbsi Motivasi, Swadaya & GR - |1 |~ |- | SKKA PNSD
11 | Kasubsi Pemberd. Anak Remaja, Pr&B |- |1 |- | - | Sarjana Sosial | PNSD
12 | Kasi Ekonomi Masyarakat - |1 }- |- | SarjanaSosial ; PNSD
13 | Kasubsi Perkreditan dan BantuanPemb | - |1 |- | - | KPAA PNSD
i4 | Kasubsi Produksi Pemasaran UEKM - |1 |- |- | SMA PNSD
15 | Kasi Pemanfaatan Teknologi -1 |- |- |STM PNSD
16 | Kasubsi Pengkajian Tekn, Tepat Guna |- |1 - ;- | SMEA PNSD
17 | Kasubst Kerjasama/Bantuan - |1 ]-]- I|SMEA PNSD
18 | Staf - |5 |- |- |Sarjana PNSD
19 | Staf - 12 |- |- | Sarjana Muda | PNSD
20 | Staf - |- [1][- [SMA PNSD
21 | Staf - |- 12 |- |SLTP PNSD
22 | Staf - |- {-1{1]SLTP PNSD
23 | Staf 1 |SD PNSD

Sumber: DUK KAPERMAS Kota Pekalongan tahun 2002.
Catatan: PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dengan pegawai sejumlah itu temyata semua struktur organisasinya

telah diisi dengan personalia sesuai dengan tugas jabatan dan

kewenangannya masing-masing. Dari segi jumlah pegawai temnyata sudah

memenuhi syarat jumlah kebutuhan sesuai dengan jumlah struktur yang ada.
Golongan TV ada 1 (3.45%), golongan III ada 23 (79.31%), golongan I ada
3 (10.34%) dan golongan I ada 2 (6.90%). Sedangkan dari segi kualitas bisa

dilihat dari tingkat pendidikan pegawai dan diklat yang pernah diikuti. Yang
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Gambar 4.1.
Bagan Struktur Organisasi KAPERMAS Kota Pekalongan
Kepala kantor
Kelompok Jabatan Sub Bag TU
Fungsional
| |
Ur. Umum Ur. Keu Ur. Kepeg
Seksi. Seksi Seksi Seksi
Ketahanan Pemberdayaan Ekonomi Pemanfaatan
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Teknologi
Subsi Subsi Subsi Subsi
Pengemb |  Motivasi 1 Kredit dan —| Pengkajian
SDM & Swadaya dan bantuan Teknologi
PM Gi. Royong Pembanguna Tepat Guna
n
Subsi —  Subsi Pemberd L‘ Subsi Y Subsi
Pengemb Anak Remaja Produksi Kerjasama
Lembaga Perempuan dan Pemasaran &
Kemasy. Budaya UEKM Bantuan

Melihat bagan ini KAPERMAS menganut stuktur organisasi lini dan staf.
Unsur lini sebagai akibat penjabaran tugas-tugas pokoknya hal ini dapat
dilihat mulai dari Kepala yang membawahi Seksi-Seksi, dimana masing-
masing Seksi membawahi Subseksi-Subseksi. Disini wewenang dari pucuk
pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya dalam
semua bidang kerja pokok. (Sutarto, h.17). Sedangkan unsure stafnya adalah
Subbagian Tata Usaha yang membawahi beberapa Urusan yang mempunyai

tugas membantu pimpinan dalam menjalankan tugas dan dalam hal ini
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2, Wilayah kerja KAPERMAS Kota Pekalongan

Wilayah kerja KAPERMAS Kota Pekalongan adalah meliputi
seluruh wilayah keraja Pemerintah Kota Pekalongan. Luas wilayah Kota
Pekalongan 4525 Ha atau sekitar 0.14% dari luas wilayah Propinsi Jawa

Tengah (3254 ribu Ha), yang terbagi atas 4 kecamatan dan 46 kelurahan.

Tabel 4.4.

Jumlah dan klasifikasi desa/kelurahan di Kota Pekalongan tahun 2001.
Kecamatan Kelurahan Jml | JmiRT % Kota
Swasembada RW

Pekalongan Barat 13 85 407 28
Pekalongan Timur 13 60 299 28
Pekalongan Selatan 11 59 221 24
Pekalongan Utara 9 66 316 20

Jumlah 46 272 1.243 100

Sumber; BPS Kota Pekalongan (2001:17}

Dilihat dari tingkat perkembangan pembangunannya, ternyata semua
Kelurahan di wilayah kerja KAPERMAS sudah swasembada. Imi berarti
tugas KAPERMAS akan semakin berat karena harus senantiasa
mempertahankan prestasi itu dan harus berusaha fnem'ngkatkan kualitas
pembangunan dari setiap Keluarahan terssebut, ini berarti kinerja Kapermas
harus ditingkatkan sesuai dengan visi dan misinya.

Secara geografis, Kota Pekalongan terletak antara 6°50°427-
6°55°44” Lintang Selatan dan 109°37°55”-109°42°19” Bujur Timur. Batas

wilayah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:
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seluas 2488 ha, tegalan/kebun seluas 160 ha, rawa-rawa seluas 60 ha,
tambak seluas 74 ha, tanah kering tidak diusahakan seluas 7 ha, dan lahan
lain-lain seluas 214 ha (BPS Kota Pekalongan, 2001:6-13).

Orbitasi Kota Pekalongan dari pusat pemerintahan propinsi, ibukota
dan dengan beberapa kota lain adalah sebagai berikut: dengan Semarang
101 km, Jakarta 384 km, Bandung 266 km, Surabaya 488 km, Yogyakarta
219 km, Brebes 78 km, Tegal 65 km, Pemalang 35 km, Batang 8 km.

Ditinjau dari jalur perhubungan, Kota Pekalongan memiliki lokasi
yang sangat strategis, yaitu terletak pada jalur transportasi utama lintas utara
Pulau Jawa, memiliki stasiun pemberhentian kereta api, juga memiliki
pelabuhan perikanan nusantara. Hal ini memberi andil bagi perkembangan
Kota Pekalongan dan memberi kemudahan bagi penyebarluasan hasil
produksi Kota Pekalongan. Keadaan demikian cukup mempengaruhi
pembangunan wilayah Kota Pekalongan yang memiliki kecenderungan

utama pada sektor perdagangan, industri, perikanan dan pariwisata.

3). Keadaan Penduduk Kota Pekalongan

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2001 adalah 262 731
jiwa, yang menurut jenis kelamin terdiri dari 129 914 (49%) laki-laki dan
132 817 (51%) perempuan dan terbagi ke dalam 62 185 keluarga. Dengan
fuas wilayah kota 45.25 km® kepadatan rata-rata adalah 5 806 jiwa/km’.
Secara parsial per kecamatan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di

kecamatan Pekalongan Barat sebesar 8 308 jiwa/kmz, kemudian secara
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Dengan memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 9
tahun sampai lulus SLTP atau sekitar usia 14 tahun, maka usia di atas 14
tahun sudah dianggap masuk usia kerja. Dari data tersebut tampak bahwa
kelompok usia terbesar adalah 15 tahun ke atas berjumlah 179.797 jiwa,
sekitar 68%. Jika yang dianggap usia produktif terdapat pada kelompok usia
15-54 tahun maka didapatkan jumlah 153.976 jiwa, sekitar 58%.. Secara
keseluruhan struktur penduduk Kota Pekalongan adalah struktur muda, yaitu
jumlah penduduk terkonsentrasi pada usia muda dan jumlahnya mengecil
pada kelompok usia yang makin tua. Demikian juga dibanding jumlah
keseluruhan kelompok usia produktif merupakan kelompok terbesar.(58%)
Kelompok ini merupakan potensi sumber daya manusia yang berperan
dalam berusaha dan bekerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga yang
pada akhimya juga akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi

daerah.

2) Jumlah penduduk yang berkaitan dengan pekerjaan
Berkaitan dengan pekerjaan, berikut ini disajikan jumlah pekerja menurut

lapangan pekerjaan yang bisa dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini.
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Masih berkaitan dengan lapangan kerja dan tak kalah pentingnya adalah
jumlah pencari kerja. Jumlah pencari kerja yang tercatat di Kantor Tenaga
Kerja Kota Pekalongan mencapai 1.938 orang. Tingkat pendidikan pencari
kerja tersebut mulai dari lulusan SD=86 orang, SMTP=278 orang,
SMTA=1.238 orang, Sarjana Muda=136 orang dan Sarjana=200 orang (BPS

Kota Pekalongan, 2001: 56).
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Pemberdayaan masyarakat Kota Pekalongan memiliki Visi “Terwujudnya
Kemandirian Masyarakat Kota Pekalongan®.
Untuk mencapai visi tersebut kemudian dirumuskan Misi sebagai langkah
konkrit untuk mencapainya, yaitu:

1) Mewujudkan kelembagaan / kepemerintahan yang baik,

2) Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat,

3) Peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat,

4) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah melalui

peningkatzin pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan

masyarakat.

Setelah mencerrﬁati apa yang menjadi visi-misi organisasi Kantor
Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya akan dijelaskan bagaimana visi dan
misi tersebut dipahami dan dimengerti oleh semua pihak dan bagaimana
pelaksanaannya, apakah telah mencapai sasaran atau belum Secara umum
apa yang menjadi visi-misi organisasi KAPERMAS Kota Pekalongan
sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh siapa saja yang membaca dan
mengamatinya, namun dalam pelaksanaannya ternyata sangat sulit.
Meskipun visi-misi tersebut sudah merupakan pedoman dalam menjalankan
tugas dan fungsi organisasi, tetap saja dalam penjabarannyaa ke dalam
program-program dan kegiatan-kegiatan ternyata belum bisa tepat sasaran.

Sebagai aparat terdepan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, para staf pelaksana diharapkan mampu untuk menterjemahkan
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terlibat pada umumnya terlibat secara tidak langsung yaitu hanya dengan
memberi saran dan masukan-masukan, tidak ikut serta dalam pembahasan
atau penyusunannya. Bahkan sebagian besar merasa tidak terlibat, hanya
sebagian kecil saja yang terlibat langsung. Salah seorang Kepala seksi
menjawab mengenai keterlibatan penyusunan visi-misi adalah sebagai
berikut:
“Visi-misi dibuat disesvaikan dengan visi dan misi organisasi
Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Pusat yaitu dalam hal ini
Ditjen Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu proses
penyusunannya tidak banyak melibatkan pegawai KAPERMAS .”
Dalam menjabarkan visi misi menjadi berbagai program / proyek
yang dilaksanakan oleh KAPERMAS kota pekalongan tentunya tidak dapat
sekaligus menjadikan masyarakat mandiri. Demikian juga berbagai lapisan
masyarakat tentunya tidak semua dijadikan sasaran pemberdayaan agar
semuanya dapat mandiri dalam satu kesempatan. Keterbatasan berbagai
sumber daya, memerlukan kearifan yang bijak untuk menentukan pilihan,
dan memilih prioritas utama dalam membentuk kemandirian masyarakat.
Prioritas ini ditujukan kepada kelompok masyarakat tidak mampu dan
kegiatannya berupa kegiatan ekonomi produktif Hal ini terungkap dari
berbagai jawaban yang diperoleh dari wawancara yang menunjukkan bahwa
prioritas itu tertuyju pada dua hal, yaitu yang melihat kelompok masyarakat
dan yang melihat kegiatannya. Dari segi kelompok masyarakat sebagai

sasaran pemberdayaan nampaknya disepakati bahwa kelompok masyarakat

tidak mampulah yang harus jadi prioritas dalam membentuk kemandirian
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Wawancara yang dilakukan penulis sehubungan dengan

program/proyek yang sudah dilaksanakan dan kesesuaiannya dengan visi-

misi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Program-proyek seperti dana bantuan untuk usaha ekonomi,
pemberdayaan wanita, pembinaan kelembagaan masyarakat maupun
kelurahan, pemugaran rumah, PMTAS sudah dilaksanakan dan

_sesuai visi-misi.” (Kasi Ketahanan Masyarakat).

“Program/proyek yang sudah dilaksanakan oleh KAPERMAS tahun
2002 rata-rata sudah berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan
kemandirian masyarakat. Pelaksanaan program/proyek tersebut
mewnjudkan visi-misi secara utuh memang belum, tetapi sudah
menuju ke arah yang dapat mewujudkan visi-misi.” (Kasubsi
Perkreditan dan Bantuan)

“Program/proyek di KAPERMAS cukup baik. Pelaksanaannya
berdasarkan Juklak/Juknis dari pusat, dan di lapangan dirasakan
bahwa masyarakat menanggapinya sebagai hal yang rutin.” (Kasubsi
Motivasi, Swadaya dan Gotong Royong).

“Program/proyek yang sudah dilaksanakan oleh KAPERMAS Kota
Pekalongan masih ada yang bersifat monoton berdasarkan
juklak/juknis pusat, yang terkadang tidak sesvai dengan di lapangan,
sehingga seperti terpolakan, tidak inovatif kreatis sesuai aspirasi,
tetapi menurut saya cukuplah baik. Di dalam mewujudkan visi-
misinya, KAPERMAS tidak cukup hanya dengan beberapa
program/proyek yang ada, masih diperlukan jalan dan waktu yang
lama, masih memerlukan komitmen dan kesadaran yang tulus,
penuh pengabdian. Masih diperfukan kerja keras secara terintegrasi
dan terkoordinasi dengan berbagai pihak” (Kasi Pemberdayaan
Masyarakat).

Selain melakukan wawancara, keberhasilan kinerja ini bisa juga

dianalisis dari Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat oleh KAPERMAS

Kota Pekalongan, yang secara ringkas bisa dilihat pada tabel seperti berikut
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MEISE - SASARAN KEBLJAKAN NILAI INDIKASI
Pengembanga | Terwujudnya Melalui: Sangat | Berkurangnya
nsarana dan | peningkatan baik rumah yang tidak
prasarana kualitas Pemugaran layak huni menjadi
wilayah sarana/prasarana | perumahan pedesaan rumah yang layak
melalui perumahan per- huni
peningkatan mitkiman Penataan permukiman
pe manfaatan Tertatanya
teknologi Terwujudnya permukiman
tepat guna peningkatan penduduk
sesuai sarana/
kebutuhan prasarana
ma- syarakat | pedesa-an

Sumber: Laporan akuntabilitas kinerja KAPERMAS Kota Pekalongan tahun
2002.

Berdasarkan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Kota Pekalongan tahun 2002 (h.24-32), pengukuran kinerja
tidak terlepas dari realisasi penggunaan dana dan hasil yang dicapai. Hasil
yang dicapai rata-rata menunjukkan baik dengan penggunaan dana yang
realistis sesuai dengan peraturannya. Sumber-sumber pembiayaan yang
digunakan untuk kegiatan seperti yang disebutkan tadi adalah schagai
berikut:

a) Pembangunan pagar bumi keliling berasal dari dana daerah lainnya.
b) Pembinaan LKMD dibiayai APBD Ii tahun 2002,

c) Pemﬁinaan P2W-KSS dibiayai APBD II tahun 2002,

d) Pemberdayaan Peranan Perempuan dibiayai APBD Il tahun 2.002,
e) Operasionél DPD/K dibiayéi APBD II tahun 2002,

f) Pemugaran Perumahan Pedesaan dibiayai APBD I Jawa Tengah

tahun 2002
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KAPERMAS. Selain mengedrop kebutuhan dana yang makin
meningkat, pembinaan manajemen belum dilakukan sehingga
masyarakat masih mencampuradukkan antara kekayaan pribadi dan
usaha.” (informan aksidental bernama Yuwono.).

Keterangan-keterangan yang menggambarkan fenomena kinerja
KAPERMAS tersebut ternyata mengungkapkan bahwa belum terdapat
kesesuaian antara kegiatan dengan visi-misi KAPERMAS Kota Pekalongan.
Artinya program dan kegiatan yang dijabarkan belum mampu mewujudkan
visi dan misi KAPERMAS. Untuk mengetahui hambatan mengapa terjadi
ketidaksesuaian kegiatan dengan visi-misi KAPERMAS, berikut ini adalah
beberapa jawaban yang diungkapkan oleh informan.

a. “Hambatan dalam mencapai visi dan misi itu adalah:

= Intern aparat KAPERMAS, masih belum memadainya tingkat
kesadaran, dedikasi, loyalitas, kedisiplinan dan cinta kerja tanpa
pamrih.

» Ekstern adalah belum memadainya koordinasi, kerjasama, iklim
sejuk kemasyarakatan.

» Terbatasnya dana Penunjang dari APBD guna mewujudkan
kegiatan-kegiatan dalam misinya” (Kasi Pemberdayan
Masyarakat)

b. “Lemahnya Sumber Daya Manusia yang ada, kurangnya dana dan
prasarana dalam melaksanakan kegiatan.” (Kasubag Tata Usaha dan
beberapa informan})

¢c. “Hambatan yang dihadapi dalam mencapai visi misi,.
»  Anggaran penunjang program yang terbatas,
» Kualitas SDM aparat pemerintah desa/kelurahan,
» Fanatisme masyarakat terhadap tokoh masyarakat yang
diidolakan/ diinginkan masyarakat. (Kasubsi Produksi,
Pemasaran dan UEKM).

d. “Kurangnya dana penunjang, kurang sinkron antara lembaga
kelurahan dengan LKMD, dan Dinas/Instansi belum maksimal
memfungsikan LKMD.” (Kasi Pengerabangan SDM dan Potensi
Masyarakat).
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4) Tanggapan masyarakat apabila tidak disentuh kegiatan
KAPERMAS maka secara fisik ketinggalan dari daerah lain.

5) Tanggapan masyarakat tentang kegiatan Kapermas hanya
mengedrop dana, sedangkan pembinaan manajemen belum
disentuh.

f Hambatan pencapaian visi-misi:

1) Hambatan terletak pada unsur Intern, extern dan dana
penunjang.

2) SDM lemah.

3) Kurang bisa melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat

(informal)

Berdasarkan pembahasan di atas diperoleh gambaran bahwa
kegiatan KAPERMAS Kota Pekalongan masih banyak yang monoton
bersifat rutin berdasarkan juklak/juknis dari pusat, dan kegiatannya belum
dapat mencapai visi-misi. Kesan yang diterima masyarakatpun nampaknya
seperti mengedrop dana. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan
dalam pencapaian visi-misi tersebut.

Beberapa hambatan yang diungkapkan informan, berikut ini penulis
mencoba untuk mensarikannya. Penghambat untuk pencapaian visi-misi
adalah kesiapan sumber daya manusia baik aparat KAPERMAS maupun
desa/kelurahan, sarana/prasarana, anggaran, dan tak kalah pentingnya adalah

keberadaan tokoh informal yang jadi idola masyarakat.
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Jika meninjau visi-misi KAPERMAS Kota Pekalongan, maka
berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KAPERMAS Kota Pekalongan baru
mengarah ke usaha mencapai visi-misi tersebut dan nampaknya pencapaian
ke arah visi misi masih memerlukan waktu dan kerja keras. Penilaian kinerja
tiap kegiatan menurut cara LAKIP dengan nilai “sangat baik” belum
menggambarkan  kesesuaian dengan  visi-misi KAPERMAS Kota
Pekalongan. Hal ini disebabkan dalam kebijakan untuk menentukan
kegiatan belum menggambarkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja
KAPERMAS Kota Pekalongan masih perlu ditingkatkan untuk mendapat
penilaian baik atau dengan kata lain nilai kinerja KAPERMAS Kota

Pekalongan masih kurang baik.

2. Responsivitas

Responsivitas didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk
menampung aspirasi, mengenali kebutuhan masyarakat dan prioritas
pelayanan, serta merealisasikannya dengan mengembangkan program-
program yang sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Atau dengan kata
lain responsivitas menunjukkan keselarasan antara kebijakan dengan
kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan jawaban informan, upaya yang dilakukan oleh Kantor
Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan untuk mengenali aspirasi

masyarakat antara lain menampung aspirasi melalui kegiatan-kegiatan:

(P -5U5 T A%- WD
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“Ditampung pada saat mengadakan rapat koordinasi dan pembinaan
ke kelurahan, saresehan dan K3.”

Sampainya aspirasi masyarakat ke dalam organisasi KAPERMAS
Kota Pekalongan selain ditentukan oleh cara menampungnya, tetapi juga
ditentukan oleh kemampuan KAPERMAS untuk mengetahui dan
memahami kebutuhan masyarakat. Hasil wawancara mengungkapkan
bahwa kemampuan KAPERMAS Kota Pekalongan untuk mengetahui
kebutuhan masyarakat sangat baik, seperti yang diungkapkan oleh Kepala
Sub Secksi Perkreditan dan bantuan pembangunan:

“Kemampuan KAPERMAS dalam mengetabui  kebutuhan

masyarakat sangat baik, namun tingkat kemampuan pemenuhan

kebutuhan masyarakat belum maksimal.”

Keterangan di atas mengungkap juga bahwa kemampuan
KAPERMAS Kota Pekalongan untuk mengetahui kebutuhan atau aspirasi
masyarakat cukup tinggi, tetapi kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat yang masih kurang. Jawaban informan lain nampaknya
menyetujui bahwa tingkat realisasi aspirasi masyarakat masih kurang.
Jawaban demikian di antaranya diberikan oleh

a. Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mengemukakan:
“Realisasi aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi karena
banyak faktor penyebab seperti tersedianya dana, tenaga dan waktu
serta didukung SDM.”

b. Kepala Sub Seksi Pengembangan SDM dan Potensi Masyarakat,
menyampaikan:

“Realisasinya, banyak tidak terealisasi karena semua kegiatan masih

tergantung pada proyek pemerintah, menyikapinya dengan usulan tapt
tidak diterima Pemda dan belum ada solusinya.”
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“Hambatan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat adalah

belum semua media dialog tersedia secara optimal, belum

terbukanya menerima  aspirasi/transparansi  sektoral  dan
sebagainya.”

Wawancara penulis dengan Kepala Urusan Umum diperoleh
jawaban:

“Hambatan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang

berhubungan dengan KAPERMAS adalah tingkat partisipasi

masyarakat dalam setiap kegiatan di masyarakat.”

Wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Produksi, Pemasaran
dan UEKM diperoleh jawaban:

“Hambatan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat adalah:

Birokrasi Eksekutif dan Legislatif, PAD Kota Pekalongan.”

Dari keterangan-keterangan di atas secara garis besar yang menjadi
hambatan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat adalah
keterbatasan sumber daya (dana, waktu, tenaga dan SDM), tingkat
transparansi, tingkat partisipasi masyarakat, dan adanya hambatan birokrasi
(Eksekutif dan Legislatif). Untuk melengkapi penilaian mengenai
responsivitas KAPERMAS Kota Pekalongan, selain dengan hai-hal yang
telah dikemukakan di atas, penulis merasa perlu untuk mengetahui cara-cara
aparat KAPERMAS untuk meminimalkan hambatan yang ditemui dalam
merealisasikan aspirasi masyarakat.

Untuk mengurangi hambatan birokrasi, terungkap sewaktu

dilakukan wawancara dengan beberapa Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi

di KAPERMAS Kota Pekalongan, yaitu:
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Untuk mengurangi hambatan sumber daya waktu, fenaga dan
sumber daya manusia, terungkap dari wawancara penulis dengan Kepala
Sub Seksi Perkreditan dan Bantuan, yaitu:

“Cara meminimalkan hambatan adalah dengan memberikan

pembelajaran pada masyarakat dan meningkatkan sumber daya

manusia aparat.”

Untuk meminimalkan hambatan dalam mengakomodasikan, ternyata

jawaban tidak hanya diperoleh dari informan pegawai KAPERMAS Kota

Pekalongan. Jawaban diberikan juga oleh pengguna jasa KAPERMAS

barangkali sebagai saran bagi aparat KAPERMAS kota pekalongan, di

antaranya adalah:
a. Kasi PMK Kecamatan Pekalongan Selatan memberikan jawaban
bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dengan acuan “skala prioritas™.
b. Ketua UED Karya Sejati membeﬁ jawaban untuk meminimalkan
hambatan dengan cara peningkatan profesionalisme aparat dan

penyederhanaan aturan birokrasi.

Berdasarkan urutan pertanyaan dalam panduan wawancara,
keterangan-keterangan informan di atas mengenai responsivitas, dapat
disarikan sebagai berikut:

a. Cara menampung aspirasi masyarakat melalui :

1) Dalam acara yang diselenggarakan oleh warga / kelurahan /

kecamatan.

2} Usulan lisan dan surat yang masuk.
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karena itu dapat dipahami ada kecenderungan bahwa petugas yang terkait
kurang memiliki inovasi dan kreativitas karena dibatasi oleh anggaran.
Aspek birokrasi yang berkaitan dengan kebutuhan dana nampaknya belum
memberi dukungan penuh. Akhimya ada kecenderungan bahwa petugas
selalu tergantung dana operasional untuk pelaksanaan tugasnya, dan enggan
melakukan pekerjaan yang sifatnya kreatif dan mencari ide atau konsep baru
dalam memberdayakan masyarakat. Penilaian responsivitas dari aparat

KAPERMAS Kota Pekalongan masih belum mendapat nilai baik.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu pertanggungjawaban suatu
kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak yang memiliki
hak atau berkewenangan untuk meminta  keterangan  atau
pertanggungjawaban. Secara operasional akuntabilitas ini  dapat
didefinisikan dalam bentuk pelaporan kegiatan, pelaporan keuangan
kegiatan, dan keluhan atau ketidakpuasan masyarakat atas kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan.

Pelaporan kegiatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
dari penyelenggaraan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada pthak yang
berke-wenangan untuk meminta keterangan. Tanpa memperhatikan apakah
diterima atau tidaknya laporan tersebut oleh yang berkewenangaﬁ, penilaian
akuntabilitas dilakukan terhadap frekuensi aparat dalam melaksanakan

pelaporan. Dasar pemikjran penulis adalah jika pelaporan tersebut tidak
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Penilaian mengenai frekuensi pelaporan kegiatan diungkapkan
sewaktu wawancara penulis dengan informan lainnya dari KAPERMAS
kota pekalongan, yaitu:

“Sistim pelaporan hasil kegiatan KAPERMAS Kota Pekalongan dan

frekuensinya saya rasa sudah cukup baik, hanya dalam realitas

pelaksanaannya apakah sudah berjalan sesuai aturan/mekanisme
yang ada, itu yang harus ditingkatkan.” (Kasi Pemberdayaan

Masyarakat)

“Laporan hasil kegiatan baik, frekuensinya cukup baik, dan sudah

sesuai dengan aturan yang ada.” (Kasubsi Motivasi, Swadaya dan

Gotong Royong) -

“Sistim Japoran hasil kegiatan dan frekuensinya sudah cukup baik,

serta frekuensi laporan keuangan cukup baik” (Staf KAPERMAS)

Dari keterangan-keterangan di atas sudah memberikan kejelasan
bahwa frekuensi pelaporan vang dilaksanakan oleh aparat KAPERMAS
Kota Pekalongan sudah baik. Apakah dari pelaksanaan kegiatan dan laporan
yang dibuat oleh aparat KAPERMAS Kota Pekalongan menimbuikan
keluhan masyarakat? Penelitian ini mencoba mengungkapkannya dalam
wawancara.

Atas pertanyaan tingkat keluhan masyarakat terhadap KAPERMAS
Kota Pekalongan, pada umumnya informan aparat KAPERMAS menjawab
bahwa keluhan masyarakat tidak banyak. Kepala Sub Seksi Motivasi
Swadaya dan Gotong Royong menjawab tidak ada keluhan, hanya lembaga-

lembaga masyarakat menginginkan selalu mendapat pembinaan rutin.

Kepala Sub Seksi Produksi, Pemasaran dan UEKM menjawab bahwa



nyLIaq
1e8eqos ueyuesip jedep Selqeunye  revaSusmy Ueuniogur - ue3uers)oy

‘BIeouBMEM uenpued eped ueeAueirod  wenm ueyIeseprog

« Tdnynouow Suemy ueregsue / epe SueL jokod BJIq uBynfoy,

miek pomn(g eso(y ueunguequing uesnin

eungguad Jodworoy epeday sinuad ueynye[ip Suek BIBOUBMEA

« SYINAJ VY depeyi)
Usynpoy-ueynyoy epe Hepn ‘essp yojo upeqip Sued URjemuesoy
Ip Ises1jeIsos / wegnmAusd NI efiqede rwey isenjeas ueyIesepiog,,
‘miek ‘ueuoreyag 103ep1ag ueduenayy ueIded 1sexyLop ueideg gng
eedoy] epedoy eresuemem e Nyenp nyyem yajoxadip epeuss [eq
« SVINYAIVY
depeyiy Usynoy-eyney  epe [EPR ‘ueesyuowod  ypad
1n jees UBqeInoy-ueyenyay oy fWEY 1SEN[eAd ueyIesepisg ye[epe
SVINUAVY eped jeyeredseur uequiay jey3un “edes IMUIAL,
AjLIaq reSeqoas jedepuad HequIstr winwiny UBeRIISWIS ] BsyiIouIog
IS¥98 qug eredoy “eyerefsew ueniay jeysun reuaSuour ueefuenad sepy
‘1opioyaye)s uep esel eungguad yodwopey eresuememan uesuap ueynRp
‘ueSuoEya B0V SVINYAIVY ueeuessep Sued uwiodejod uep ueterfoy
ueeuesyejed depeyro ueqnpey 1ey3un emyeq uByuDyeAsw snjupn

1193 Je3ues JeyeIeAsew UBTISY eMyeq qesmeluouy TeyeIvAsel

UBIBUEISY 15358 eledoyy ‘Iefem uweySun Wiefep yIsew jeyeredseur uegnyay

98



87

a. Frekuensi laporan hasil kegtatan:
1) Frekuensi laporan kegiatan sudah baik.
b. Tingkat keluhan masyarakat terhadap KAPERMAS:
1) Menurut aparat; tidak ada keluhan.
2) Menurut stakeholder: berdasarkan uji petik tidak ada keluhan.
3) Menurut masyarakat: relatif kecil kecuali bila proyek kurang
mencukupi.
c. Frekuensi laporan keuangan:

1) Frekuensi laporan keuangan sudah baik.

Dari keterangan-keterangan di atas memberikan gambaran bahwa
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan dalam program-program
atau proyek-proyek yang dilaksanakan KAPERMAS Kota Pekalongan dapat
dipertanggungjawabkan. Atau dengan kata lain bahwa akuntabilitas aparat

KAPERMAS Kota Pekalongan dapat dikatakan sudah baik.

4, Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai kemampuan
organisasi beserta aparatnya mengorientasikan kerja pada pelayanan,
efisiensi, keramahan, fasilitas pelayanan dan kesemuanya akan menentukan
persepsi atan tingkat kepuasan pengguna jasa dalam menerima pelayanan.
Secara operasional penilaian kualitas pelayanan dilakukan secara

silang dengan pengguna jasa untuk hal frekuensi penyuluhan; tingkat
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Keterangan di atas cukup memberikan gambaran mengenai
banyaknya penyuluhan, tetapi belum bisa memberikan gambaran bagaimana
tingkat atau kualitas dari pembinaannya. Wawancara dilakukan dengan
pertanyaan tingkat pembinaan dalam penyusunan DURK. Dasar pikirannya
adalah bahwa pelaksanaan kegiatan akan sangat tergantung pada proses
perencanaannya.

Atas pertanyaan tingkat pembinaan dalam penyusunan DURK, baik
informan dari aparat KAPERMAS Kota VPekalongan maupun dari
masyarakat pengguna jasa, pada umumnya menjawab baik dan kualitasnya
bagus. Kondisi demikian terungkap atas jawaban yang diberikan oleh
Kepala Sub Seksi Produksi, Pemasaran dan UEKM bahwa pembinaan
DURK cukup detil dan jelas. Demikian halnya jawaban yang diberikan oleh
Kepala Urusan Pembangunan Desa Duwet sebagai wakil pengguna jasa,
bahwa tingkat pembinaan DURK sangat jelas di kecamatan dan kelurahan.

Di samping tingkat pembinaan yang baik dalam penyusunan DURK,
tingkat kedisiplinan aparat KAPERMAS terhadap DURK juga baik. Hal ini
terungkap dari wawancara penulis dengan aparat KAPERMAS Kota
Pekalongan berikut masyarakat pengguna jasanya. Dalam hal ini bukan
hanya aparat KAPERMAS saja yang merasa sudah berfindak disiplin
terhadap DURK, tapi kedisiplinan aparat dapat dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam kualitas pelayanan dan menjadi
tuntutan masyarakat adalah keramahan dari aparat yang memberikan

pelayanan. Keramahan tersebut dapat dilihat dan dirasakan apabila aparat
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upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan yang tidak
tersedia.

Atas pertanyaan ketersediaan ruangan, jawaban yang diperoleh dari
informan cukup beragam tergantung sudut pandang subjektif masing-
masing informan. Ruangan yang dimaksud adalah ruangan yang biasa
digunakan dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan, pembinaan atau yang
digunakan untuk menerima tamu. Jawaban informan berkisar dari segi luas,
penampilan, kelengkapan fasilitas bahkan kondisi bangunannya.

Rangkuman jawaban mengenai ketersediaan ruangan adalah sebagai
berikut:

a. Informan-informan aparat KAPERMAS mengungkapkan bahwa
ruangan pelayanan (dalam hal ini berupa aula) sudah cukup
representatif, hanya kurang luas dan jika peserta penyuluhan relatif
banyak terasa sempit. Selain itu dalam lingkungan kantor kurang
tersedia tempat parkir kendaraan.

b. Informan-informan dari Stakeholder mengungkapkan bahwa
ruangan pelayanan cukup representatif, tetapi kurang fuas dan lantat
hanya berupa tegel.

¢. Informan-informan pengguna jasa mengungkapkan bahwa ruang
pelayanan kurang memadai karena sempit, dan kekurangan fasilitas
di antaranya pesawat telepon.

Dari keterangan-keterangan di atas dapat disarikan bahwa masalah

utama ketersediaan ruangan adalah dari segi luas yang kurang memadai.
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Walau demikian peralatan yang ada masih mencukupi jika
digunakan untuk tingkat pelayanan yang terbatas.

c. Informan dari kelompok masyarakat juga memberi jawaban yang
menurut pengamatannya peralatan yang tersedia di KAPERMAS

dalam pelayanan kurang sesuai.

Kendala yang ditemui sehubungan dengan peralatan, berdasarkan
pengamatan penulis adalah terbatasnya dari segi kuantitas dan kualitas
peralatan yang diperlukan untuk melakukan pelayanan. Pengamatan penulis
ini sesuai dengan apa yang dikemukakan informan. Wawancara penulis
dengan informan aparat KAPERMAS Kota Pekalongan di antaranya
memberikan jawaban sebagai berikut:

“Karena seringnya ke lapangan, sarana transportasi sangat menjadi
kendala bagi kelancaran tugas.” (Kasubsi Kerjasama dan Bantuan).

“Kekurangan komputer dan ATK” (Kasubsi Pengembangan SDM
dan Potensi Masyarakat)

“Yang menjadi kendala peralatan yaitu ketersediaan yang tidak

merata, kurang lengkapnya peralatan, kesadaran pemakai dan

pembagian peralatan yang masih kurang” (Kasi Pemberdayaan

Masyarakat)

Wawancara penulis dengan informan dari kelompok stakeholder dan
masyarakat pada dasamya mengungkapkan hal yang sama, yaitu kendala
peralatan adalah ketidaklengkapannya. Salah seorang informan dari

Stakeholder mengemukakan bahwa kendala peralatan ini adalah wajar

karena keterbatasan dana untuk pengadaannya. Salah seorang informan dari
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c. Informan yang berasal dari masyarakat mengungkapkan saran
dengan memaksimalkan kegunaan peralatan yang ada, atau
memindahkan beberapa kegiatan ke desa/kelurahan yang memiliki

peralatan yang dibutuhkan

Berdasarkan urutan pertanyaan pada panduan wawancara,
keterangan informan mengenai kualitas pelayanan dapat disarikan sebagai
berikut:

a. Frekuensi mengikuti penyuluhan:
1) Frekuensinya tinggi walau belum menggambarkan kualitas
pembinaan.
b. Tingkat pembinaan penyusunan DURK:
1) Bagus, detil dan jelas.
¢. Tingkat kedisiplinan terhadap penyusunan DURK:
1) Baik, dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
d. Tingkat keramahan petugas:
1) Aparat, masyarakat dan stake holder memberi penilaian baik
e. Tingkat ketersediaan ruangan:
1) Cukup representatif hanya kurang luas, dan kurang fasilitas
telepon.
f. Tingkat kesesuaian peralatan:
1) Masih mencukupi jika tingkat pelayanan terbatas.

2) Peralatan sudah banyak yang tidak memadai lagi.
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terungkap atas jawaban seorang informan yang bersikap apatis untuk tidak
melakukan upaya lebih jauh.

Keseluruhan Kketerangan mengenai tingkat kualitas pelayanan,
bahwa ditinjau dari sikap dan kemauan aparat untuk melayani masyarakat
sudah dapat dikatakan baik. Hanya keterbatasan dari ketersediaan peralatan
masih menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Keterbatasan tersebut menumbuhkan kreativitas aparat dalam mensiasati
kendala peralatan agar pelayanan masyarakat dapat berlangsung. Akan
tetapi kreativitas tersebut tidak nampak dalam upaya pengadaan peralatan,
karena hanya mengandalkan pada mengusulkan atau mengajukan.
Barangkali saran dari salah scorang stakeholder untuk melakukan
penghematan dapat diakomodasikan dalam upaya pengadaan peralatan.

Dari keterangan informan dan analisis mengenai kualitas pelayanan
yang diberikan oleh aparat KAPERMAS Kota Pekalongan dapat dikatakan
sudah baik. Mulai dari keterlibatan dalam penyuluhan, kedisiplinan dan
pembinaan DURK, keramahan sudah berorientasi péda peningkatan
pelayanan. Demikian juga dengan keterbatasan peralatan yang juga menjadi
kendala dalam pelayanan tidak mel_lyurutkan orientasi aparat kepada

pelayanan.
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KAPERMAS ternyata sebagian masih dijabarkan dalam kegiatan-
kegiatan sebagai keinginan organisasi, bukan merupakan kebutuhan
masyarakat. Faktor utamanya masih ditentukan oleh jumlah
anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan lebih
bersandar pada peraturan-peraturan dari Pusat, yang kadang-kadang
tidak sesuai dengan keadaan lapangan.

c. Dari aspek tingkat akuntabilitas, ternyata KAPERMAS sudah baik
kinerjanya. Hal ini terlihat dari laporan akuntabilitas kinerjanya yang
mempunyai nilai baik, pelaksanaan kegiatan dapat terlaksanakan
semua dengan baik, dan penggunaan keuangannya dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik juga.

d. Dari aspek kualitas pelayanan, ternyata KAPERMAS sudah dapat
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, meskipun

masih dijumpai beberapa kendala terutama peralatan kerja.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa masih
rendahnya kinerja KAPERMAS terlihat dari masih rendahnya tingkat
responsivitas aparat. Rendahnya tingkat responsivitas ini dengan sendirinya
akan mengurangi tingkat kinerja (performance) organisasi. Meskipun
akuntabilitas dan kualitas pelayannnya sudah baik, namun karena kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan tadi bukan berdasar kebutuhan masyarakat .
secara real, maka akibatnya apa yang menjadi visi dan misi organisasi

belum bisa dicapai secara optimal. Disini terlihat bahwa responsivitas
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Sementara itu kinerja instansi pemerintah ternyata banyak menjadi sorotan,
terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan.
Rakyat mulai mepertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas
pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Disamping itu, selama
ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara
objektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem
pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan

suatu organisasi.

Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah
lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap
anggaran, suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap
100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai
dari pelaksanaan programnya masih j auh dibawah standar. Oleh karena itu,
sudah mendesak untuk disusun suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat
memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja
suatu organisasi dengan suatu daftar indikator kinerja yang jelas. Dalam
buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tahun 1999, disebutkan bahwa Pengukuran Kinerja digunakan
untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan/program kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka pewujudan‘misi dan visi instansi pemerintah.

!a,,s;?r-?;!ST-W?H,BM
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b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak

terkait untuk menghindari kesalahan interpresiasi selama
pelaksanaan kebijaksanaan/ program/kegiatan dan dalam menilai
kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang

melaksanakannya.

. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi

kinerja organisasi/unit kerja.

Dengan mengingat fungsinya yang penting itu maka perlu adanya

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja, syarat-

syarat tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada

kemungkinan kesalahan interprestasi.

. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif

maupun kualitatif, yaitu dua tau lebih yang mengukur indikator

kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.

_ Relevan: indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif

yang relevan.

. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan

. keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak,

serta proses.
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Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegtatan.

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditmbulkan baik positif maupun
negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah

ditetapkan.

Scbenarnya, yang lebih tepat disebut sebagai indikator kinerja adalah
indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat dan indikator dampak.
Namun demikian, kedua indikator input dan proses tersebut dimasukkan ke
dalam kelompok indikator kinerja terutama dikarenakan kedua indikator
tersebut juga turut mempengaruhi tingkat pencapaian indikator keluaran,
hasil, manfaat dan dampak. Jadi secara singkat berdasarkan mekanisme atau
langkah-langkah rangkaian kegiatan suatu pencapaian hasil, indikator-
indikator kinerja ini bisa dibedakan menjadi indikator masukan (input),
indikator proses (process), indikator keluaran (oufput), indikator keluaran
hasil (outcome), indikator manfaat (benefit), dan indikator dampak (impact).

Dari sudut pandang lain kinerja juga mempunyai indikator-indikator
jenis lain pula. Seperti yang telah dikutip pada tinjauan pustaka bahwa ada 5
indikator yang bisa dipakai untuk melihat kinerja suatu organisasi , (Agus

Dwiyanto 1995:9) yaitu: responsiveness atau responsivitas, responsibility
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output yang memenuhi aspek responsiveness, accountability dan quality of
services ; indikator outcome yang memenuhi aspek responsiveness,
accountability dan quality of services ; indikator benefit yang memenuhi
aspek responsiveness, accountability dan quality of services ; serta indikator
impact yang juga memenuhi tiga aspek responsiveness, accountability dan
quality of services.

Paling tidak indicator input yang memenuhi dua aspek responsiveness dan
accountability, indicator proses yang memenuhi aspek accountability,
indicator ouput yang memenuhi. aspek accountability dan quality of
services, indicator outcome yang memenuhi aspek accountability dan
quality af services, indicatof benefit yang memenuhi aspek responsiveness
dan accountability dan indicator imi)act yang memenuhi memenuhi aspek

responsiveness.
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indikator responsivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan sebagai faktor
yang menunjukkan tingkat kinerja.

Responsivitasnya belum begitu baik, dalam arti aparat KAPERMAS
kurang bisa merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan
mengakomodasikan dalam program kegiatan. Program/proyek KAPERMAS
sebagian masih berupa kegiatan dan bukan kebutuhan masyarakat, lebih
ditentukan oleh anggaran yang disediakan pemerintah, dan bersandar
kepada juklak/juknis yang ditetapkan oleh pusat, yang terkadang tidak
sesuai dengan keadaan lapangan. Untuk meningkatkan responsivitas perlu
adanya peningkatan mutu SDM aparat KAPERMAS Kota Pekalongan.

Akuntabilitasnya telah mencapai kondisi baik, karena pelaksanaan
kegiatan dan penggunaan keuangan dalam program-program atau proyek-
proyek yang dilaksanakén KAPERMAS Kota Pekalongan dapat
dipertanggungjawabkan.

Kualitas pelayanann yang diberikan oleh aparat KAPERMAS Kota
Pekalongan dapat dikatakan sudah baik. Sikap aparat KAPERMAS Kota
Pekalongan sudah berorientasi pada pelayanan, walaupun dibatasi oleh
kendala peralatan. Keterbatasan kesediaan dan kesesuaian peralatan yang
ada belum memadai untuk melakukan kegiatan pelayanan yang memuaskan

masyarakat.
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5. Aparat KAPERMAS Kota Pekalongan agar mampu mengidentifikasi
dan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh informal yang ada di
masyarakat, serta menggali peran serta masyarakat dalam mensukseskan
kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan di

daerah kelurahan yang bersangkutan.
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